
BUPATI JOMBANG
PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR 20A TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran
dana kapitasi oleh Badan Penyelengggara Jaminan Sosial
Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Jombang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
.Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 4456);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Perncriksaan Pengclolaan dan Tanggungjawab Kcuangan
Ncgara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Keschatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara .Jarninan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomoi 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ .Jasa Pemerintah sebagaimana diubah
kcdua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012;

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 len tang
.Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;

14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 ten tang
Pcngelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi .Jarnirian
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertarna Milik Pemcrintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mcntcri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Pcraturan Menteri Kesehatan Rcpublik Indonesia Nomor
19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi
.Jaminan Kcsehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan
Kcsehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah;

17. Peraturan Dacrah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah
Kabupaten .Jornbang Tahun 2006 Nomor 15/ A);
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan :
1. Daerah adalah kabupaten Jombang.
2. Bupati adalah Bupati .Jornbang.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pcmerintah

Kabupaten Jombang
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupatcn

Jombang
5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selajutnya

disingkat JKN adalah jaminan bcrupa pcrlindungan
kesehatan agar peserta mernperoleh manfaat
pemeliharaan kcsehatan dan perlindungan dalarn
memenuhi kebutuhan dasar kcsehatan yang
diberikan kepada setiap orang yang telah mernbayar
iuran atau iurannya dibayar pemerintah.

6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang
selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas
kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan
perorangan yang bersifat non spesialistik untuk
keperluan observasi, diagnosis, perawatan,
pengobatan, dan / atau pelayanan kesehatan lainnya.

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang
selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badari
hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan
program Jaminan Kesehatan.

8. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan
yang dibayar dimuka kepada FKTP bcrdasarkan
jumlah peserta yang terdaftar tanpa
memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan
kesehatan yang diberikan,

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tcntang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten .Jornbang
(Lernbaran Daerah Kabupaten .Jornbang Tahun 2008
Nomor 5/0) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2011 (Lernbaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 8/0);

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupatcn
Jombang (Lcmbaran Daerah Kabupatcn .Jornbang Tahun
2008 Nomor 7/0 scbagaimana Lelah diubah ked ua
kalinya dengan Pcraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013
(Lembaran Daerah Kabupatcn .Jombarig Tahun 2013
Nomor 7/0);
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mengatur pengelolaan keuangan
pada FKTP milik Pemerin tah

Peraturan Bupati ini
Dana Kapitasi JKN
Kabupaten Jombang.

9. Pcngelolaan Dana Kapitasi adalah lata cara
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan
pertanggungjawaban dana kapitasi yang ditcrima
oleh FKTPdari BPJS Kesehatan.

10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah SKPD atau unit kerja pad a
SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang darr/ atau jasa
yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjulnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengclola
kcuangan daerah yang selanjutnya discbul dcngan
Kepala SKPKDyang mcmpunyai tugas mclaksanakan
pcngelolaan APBD dan bertindak sebagai bcndahara
urnurn daerah.

1:2. Bcndahara Umum Daerah yang selanjulnya disingkal
BUD adalah PPKD yang berlindak dalam kapasitas
sebagai bendahara urnurn daerah.

13. Kas Umum Dacrah adalah tcmpat pcnyimpanan uang
dacrah yang ditcntukan olch Kepala Daerah unt.uk
mcnampung scluruh pcncnmaan dacrah dan
digunakan untuk mcmbayar scluruh pcngcluaran
daerah.

14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang sclanjutnya
disingkat I~KA-SKPDadalah dokumcn pcrcncanaan
dan pcngangggaran yang bcrisi rcncana pcndapatan
dan rencana belanja program dan kcgiatan SKPD
sebagai dasar penyusunan APBD.

15. Dokumen Pclaksanaan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumcn
yang memuat pendapatan dan belanja yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran olch
pengguna anggaran.

16. Kepala FKTPadalah Kepala UPTDPuskesmas;
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang

selanjutnya disingkat PPK-SKPDadalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha kcuangan pada
SKPD.

18. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah
Pegawai Negcri Sipil yang ditunjuk untuk
mcnjalankan fungsi, mencrima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan dana kapitasi.

19. Jasa Giro adalah imbalan yang diberikan oleh bank
kepada giran atas dana yang disimpan di bank,
perhitungan jasa giro mempergunakan prosenlasc
yang telah ditetapkan oleh bank.

Pasa12
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BAB II
PENGGANGGARAN

Pasa13
(1) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan

belanja dana kapitasi JKN tahun berjalan, untuk
selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas
Kesehatan.

(2) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana
kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas Kesehatan menyusun RKA-SKPDDinas
Kcsehatan, yang memuat rencana pcndapatan dana
kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN.
Format RKA-SKPD adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(3) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan
dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain­
lain Pendapatan Asli Daerah, obyek Dana Kapitasi JKN
pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada
masing-rnasing FKTPsesuai kode rekening bcrkenaan.

(4) Rcncana bclanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam
kclompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalam
jcnis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kodc
rekening berkenaan.

(5) RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut
pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan
penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa14
(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4)

dialokasikan un tuk :
a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

(2) Alokasi Dana Kapitasi .Jaminan Kesehatan Nasional
untuk pembayaran jasa pclayanan keschatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan
kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non
kcschatan yang mclakukan pclayanan pada FKTP.

(3) Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya
opcrasional pclayanan kcsehatan sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk:
a. obat, alat kcschatan, dan bahan mcdis habis pakai;

dan
b. kcgiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.

(4) Besaran Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dcngan
Keputusan Kcpala Daerah atas usulan Kcpala SKPD
Dinas Keschatan dcngan mempcrtimbangkan :
a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan mcdis

habis pakai;
b. kegiatan operasional pelayanan kcsehatan dalam

rangka mencapai target kinerja di bidang upaya
kesehatan pcrorangan; dan
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c. bcsar tunjangan yang telah ditcrima dari
Pemerintah Daerah.

Pasal5
(1) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan mcdis

habis pakai sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat
(1) huruf b, dapat dilakukan melalui Dinas Kesehatan ,
dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat
kesehatan dan bahan medis habis pakai yang
dialokasikan oleh pemerintah dan pernerintah daerah.

(2) Dukungan kegiatan operasional pclayanan kesehatan
lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (I),
meliputi:
a. upaya kesehatan perorangan bcrupa kcgiatan

promotif, preventif, kuratif, dan rchabilitatif lainnya;
b. kunjungan rumah dalam rangka upaya keschatan

perorangan;
c. operasional untuk puskesrnas keliling;
d. bahan cetak atau alat tulis kantor; darr/ atau;
c. administrasi keuangan dan sistcm informasi.

BAB III
PENATAUSAHAAN

Pasal6
(1) Berdasarkan pcraturan daerah tcntang APBD dan

peraturan kcpala daerah tentang penjabaran APBD
tahun anggaran berkenaan, Kepala Dinas Kesehatan
menyusun DPA-SKPDpendapatan dan belanja sesuai
dengan RKA-SKPD.Format DPA-SKPD tercantum
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(2) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana
kapitasi JKN pada FKTP, Bupati mengangkat
Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing
FKTP setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas
Kesehatan melalui PPKD. Pengangkatan bcndahara
tcrsebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP
sebagaimana ayat (2) membuka Rekening Dana
Kapitasi ,JKNdalam bcntuk Giro pada Bank yang telah
ditunjuk dengan Surat Keputusan Kepala Daerah
sebagai Kas Umum Daerah.

(4) Pendapatan Jasa Giro yang timbul atas pembukaan
rekenirig giro di masing-rnasing FKTP dipindah
bukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

(5) Rekening Dana Kapitasi JKN pada setiap FKTP
scbagaimana ayat (3) ditetapkan olch Bupati dan
merupakan bagian dari Rekcning BUD.

(6) Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan
dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada
FKTPdan diakui sebagai pcndapatan.

(7) Pcndapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
digunakan langsung untuk pclayanan kesehatan
peserta JKN pada FKTP.
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(8) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan
scluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana
kapitasi terse but digunakan untuk tahun anggaran
berikutnya.

(9) Tata eara peneatatan dan penyampaian laporan
realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN
adalah sebagai berikut:
a. bendahara Dana Kapitasi ,JKN mencatat

pendapatan dan belanja pada buku kas dan
menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala
FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan
dan 'belanja yang sah paling lamb at pada tanggal 5
(lima) bulan berikutnya untuk mendapatkan
pengesahan oleh Kepala FKTP;

b. berdasarkan buku kas sebagaimana dimaksud
pada huruf a, 8endahara Dana Kapitasi JKN
menyusun laporan realisasi pendapatan dan
belanja FKTP, selanjutnya Kepala FKTP
menyampaikan laporan terse but dcngan
melampirkan surat pernyataan tanggung jawab
Kepala FKTP setiap bulan kepada Kepala Dinas
Kesehatan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya;

e. berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan
belanja Kepala FKTP tcrsebut pada huruf b, Kepala
Dinas Kesehatan menyampaikan Sural Perrnint.aan
Pengesahan Pendapatan dan 8elanja (8P3B) FKTP
setiap bulan kepada PPKD untuk pcncrbitan Sural
Pengesahan Pendapatan dan Bc1anja (8P2B) FKTP
oleh PPKD selaku BUD;

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan 8KPO Dinas
Kesehatan dan PPKD sclaku BUD mclakukan
pembukuan alas pendapalan dan bclanja FKTP
sesuai 8P28 FKTP tersebut pada huruf e, dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­
undangan;

e. 8uku Kas sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dibuat rangkap 3 (tiga), di peruntukkan, bagi FKTP,
Dinas Kesehatan, PPKD;

f. Laporan Rcalisasi Pendapatan dan Bclanja FKTP
sebagaimana pada huruf b, dibuat rangkap 3 (tiga),
di peruntukan bagi FKTP, Dinas Kesehatan dan
PPKD;

g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana
dimaksud pada huruf b, dibubuhi materai dan
dibuat rangkap 3 (tiga), di peruntukan bagi FKTP,
Dinas Kesehatan dan PPKD;

h. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan
8elanja (8P38) sebagaimana dimaksud pada huruf
e, dibuat rangkap 3 (tiga), di peruntukan bagi
FKTP,Dinas Kesehatan dan PPKD;

1. Surat Pengesahan Pendapatan dan 8elanja (SP28)
sebagaimana dimaksud huruf e, dibuat rangkap 3
(tiga), di peruntukan bagi FKTP, Dinas Kcsehatan
dan PPKD;
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BABV
PENGAWASAN

Pasal9
(1) Kcpala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan

pcngawasan secara berjenjang Lerhadap penerimaan
dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana
Kapitasi JKN pada FKTP.

(2) Aparat Pcngawas Intern Pcmcrintah KabupaLen
Jombang melaksanakan pengawasan fungsional
terhadap pcngclolaan dan pemanfaatan dana kapitasi
sesuai kctcntuan yang berlaku.

(3) Pcngawasan berjenjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan pcngawasan fungsional olch Aparat Intern
Pemerintah Kabupaten .Jornbang scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka
cfektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pcngclolaan dan
pcmanfaatan dana kapitasi

(2) PPK-SKPD dan PPKD melakukan pembukuan atas
pendapatan dan belanja FKTPberdasarkan SP2B.

BABIV
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal8
(1) Kepala FKTP bertanggungjawab secara formal dan

material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi
JKN.

(2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan SKPD dan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

(3) Tata cara dan Format Penyusunan Laporan Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Berdasarkan SP3B
dalam pasal 6 ayat
menerbitkan Surat
Belanja (SP2B) FKTP.

(1)

J. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan
Belanja (SP3B) yang disampaikan ke PPKD guna
penerbitan SP2B dilampiri:
1) BKU;
2) Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja FKTP;
3) Surat Pernyataan Tanggung .Jawab yang

bermaterai.
k. SP3B FKTP sebagaimana huruf h, termasuk sisa

dana kapitasi yang belum digunakan pada tahun
anggaran berkenaan.

l. Format tata eara Penatusahaan Dana Kapitasi J KN
tereantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini

(10) Setelah SP2B diterbitkan, Bendahara Kapitasi Dana
JKN dapat mencairkan Dana Kapitasi JKN berikutnya
dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal7
FKTP sebagaimana dimaksud
(9) huruf h, PPKD selaku BUD
Pengesahan Pendapatan dan

8



r.:\HUKUM 4\PERATURAN BUPATI\2014\Dinas\DPPK dan Aset Daerah\PERBUP JUKNIS JKN.doc

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR10P/E

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 12' Mei 2014
PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

BABVI
PENUTUP
Pasa110

Peraturan Bupati mi mulai bcrlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
.pcngundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditet.apkan di Jombang
Pada tanggal 12 Me± 2014
BUPATI JOMBANG,
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Tata Cara Pengisian
1. FKTP diisi Nama FKTP

2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

3. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok,
jenis, obyek, rincian obyek pendapatan SKPD.

4. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis,
obyek dan rincian obyek Pendapatan.

5. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian obyek
pendapatan yang bersumber dari dana kapitasi JKN yang didasarkan
pada jumlah peserta yang terdaftar.

6. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek
yang direncanakan.

7. Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan besaran satuan dana kapitasi JKN.
8. Kolom 6 (jumlah) diisi diisi dengan jumlah perkalian an tara jumlah

volume dengan tarif /harga.

9. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan rencana
pendapatan Dana Kapitasi JKN.

Nama
NIP.

Tandatangan

Jombang, ..
Kepala FKTP .

RINCIAN
PENGHITUNGAN .JumlahKODE REKENING URAIAN TarifVolu Satuan /Har

(Rp)
me ga

1 2 3 4 5 6 = (3 x
5)

x
x Pendapatan
x x
x x PAD
x x x
x x x Lain -Lain PAD yang Sah
x x x x Dana Kapitasi JKN pada
x x x x FKTP
x x x x x Dana Kapitasi JKN pada
x x x x x FKTP...

Jumlah

A.Formulir Rencana Pendapatan

CONTOH FORMAT
RENCANAPENDAPATANDANAKAPITASIJKN FKTP ~ ..

TAHUNANGGARAN .

LAMPlRAN I: PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 20A Tahun 2014
TANGGAL : 12 Mei 2014
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Tata Cara Pengisian
1. FKTP diisi Nama FKTP
2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

3. Kolom 1 (kode rekcning) diisi dengan kode rekcning akun, kclompok,
jcnis, obyck, rincian obyek bclanja Langsung.

4. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kclompok, jcnis,
obyck dan rincian obyek belanja Langsung.

5. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat bcrupa jumlah
orang/ pegawai dan barang.

6. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyck
yang dircncananakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun,
ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

7. Kolom 5 (harga satuan) diisi dcngan harga satuan dapat bcrupa tar if,
harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.

8. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian an tara jumlah volume
dengan harga satuan.

9. Tanggal, bulan, tahun diisi bcrdasarkan pcmbuatan rcncana bclanja
Dana Kapitasi JKN.

Tanda tangan
Nama
NIP.

Jombang, .
Kepala FKTP .

x.xxx.XXX
x.xxx.xxx----------------------------

Belanja Dukungan Biaya Operasional
Pclal'anan Kcsehatan

i~_~_~~_~_-~-~_x-~~~~~~~_~~_~~_;~_~~.:1::~~~::~~:~:=:~:=:~=~=~=~=~=~=~=~====~:~_~~~~-_-_~.-~I--=----_=_=~~·-__-=~=-_---~~--=~=
Sub Total---
.Jurnlah

Sub Total x.xxx.xxx

------+------------+-------- --------._---

4321

Volume Satuan Harga
Satuan

6 = (3 x
___~J _5

URAIANKODE REKENING .Jumlah
(Rp)

RINCIAN
PENGHITUNGAN

RENCANA BELANJA DANA KAPITASI JKN FKTP .
TAHUN ANGGARAN .

B.Formulir Rencana Belanja
CONTOH FORMAT

10. Ditandatangani oleh Kepala FKTP dcngan mencantumkan nama
lengkap dan NIP yang bersangkutan.
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Program
rang.cat

angsung
an Kcrja

an Kcrja

rangkal

Kode Nama Formulir
--

RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
.----~ -

RKA - SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Sat.uan Kcrja Pe
Daerah-_ .. _ --------_---_. _ ..._--------_._-----_----_._--- --_-

RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satu
Perangkat Daerah

--_-_._. -----
Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja L

RKA - SKPD 2.2 menurut Program dan Kegiatan Satu
Perangkat Daerah

--
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut

RKA - SKPD 2.2.1 dan Per Kegiatan Satuan Kerja Pe
Daerah

a. Nama
b. NIP
c. Jabatan

Angg
aran

Pcngguna

....................... , .ORGANISASI: x.xx.xx

URUSANPEMERINTAHAN: x.xx

TAHUN ANGGARAN .

RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RKA - SKPD)

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Contoh Format
RKA SKPD DINAS KESEHATAN

10. Ditandatangani oleh Kepala FKTP dengan mencantumkan nama
lengkap dan NIP yang bersangkutan.

C .Formulir RKA-SKPD
CONTOI-I FORMAT
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Tata Cara Pcngisian Forrnulir RKA-SKPD 1:
Forrriulir RKA-SKPD 1 sebagai formulir untuk menyusun rencana
pcndapatan FKTP pada SKPD Dinas Kesehatan dalam tahun anggaran yang
direncanakan. Oleh karena itu, nomor kode rekcning dan uraian nama
kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan yang dicanturnkan
dalam formulir RKA-SKPD 1 disesuaikan dengan pendapatan yang
bersumber dari dana kapitasi JKN sebagaimanana ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

RENCANAKERJA DANANGGARAN FormulirSATUANKERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota ....... 1

Tah un Ang_g§.ran... --.------ .- _ . --
Urusan Pemerintahan x. xx. . .....................-- ._--_._----_ .. -- _ ..- '_4_'_
.Or_ganisasi x. xx. xx ......................- -.- .. ---- ----

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
..-----.------------ -. .- _.k._ - -.~-

Kode Rincian Penghitungan_ Jumlah
Rekening Uraian

volume Tariff , (Rp)satuan Har~--_. -- 1--------
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

x Pendapatan-
x x Pendapatan Asli Daerah
1- --- -- -- -
x x x Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah".;~ --- - -

/!~ X X xx Dana Kapitasi JKN pada FKTP
"f ~'~ x X xx xx Dana Kapitasi cJKNFKTP ......... '.\.

X X X xx xx- .---- ._--
x x x xx xx

Jumlah

........ ,tanggal ...........

Kcpala SKPD Dinas
Kcsehatan

(tanda tangan)

(nama lcngkaRl

r ~~~;'.'~~, NIP.
\/o,;_'·;lcrangant \;;'~~ - - --- .- .-----.-- - _ _.---

.: ,~nggal Pembahasan --_-_ _-._----- .. -----_---- - --. -
Catatan Hasil Pembahasan ------_-.--------- ------
1. -------- ..-.. -_ ---_ ... ------
2. ---_----_. _,,_--- - -._---_.
Dsl

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan lTandatangan
1_--- --_- _--_- _._----_._---_--- ._---- r------- ----.--- ---._
2 ._._ ---------_._
Dst

Halaman .........

D.Formulir RKA-SKPD 1
CONTOH FORMAT
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pegawai.

14. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA-SKPD 1
oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Apabila terdapat
catatan dari hasil pembahasan oleh TAPD untuk mendapatkan
perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil
pembahasan.

15. Seluruh anggota TAPD menandatangani formulir RKA-SKPD 1 yang
tclah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.

16. Forrriulir RKA-SKPD1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

17. Apabila formulir RKA-SKPD 1 lcbih dari satu halaman, maka pada
halaman-halaman bcrikutnya cukup diisi mulai dari rincian anggaran
peridapatan SKPD serta pengisian nama ibukota, bulan, tahun, nama
jabatan, tandatangan Kepala SKPD diternpatkan pada halaman
terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.

Untuk mcmenuhi azas tranparansi dan prinsip anggaran bcrdasarkan
rcncaria pendapatan yang dianggarkan, pengisian rincian pcnghitungan
tidak diperkenankan mcncantumkan satuan ukuran yang tidak tcrukur.

1. Provinsi Zkabupateny kota diisi dcngan nama
provinsi/kabupaten/kota.

2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
3. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan

dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama
SKPD.

5. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok,
jcnis, obyek, rincian obyek pendapatan SKPD.

6. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jcnis,
obyek dan rincian obyek Pendapatan.

7. Kolom 3 (volume) diisi dcngan jumlah target dari rincian obyek
pcndapatan yang bersumbcr dari dana kapitasi JKN yang didasarkan
pada jumlah pescrta yang terdaftar.

8. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyck
yang direncanakan.

9. Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan besaran satuan dana kapitasi JKN.

10. Kolom 6 (jumlah] diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan
menurut kelompok, jenis, objck, rincian obyek pendapatan. Jumlah
pcndapatan dari setiap rincian obyek yang dianggarkan merupakan
hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5.

11. Forrrrulir RKA-SKPD 1 merupakan input data untuk menyusun
formulir RKA-SKPD.

12. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir
RKA-SKPD 1, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPD
Dinas Kesehatan.

~, 13. Formulir RKA-SKPD 1 ditandatangani oleh Kepala SKPD Dinas
ll' Kesehatan dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk
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(nama lengkap)
NIP.

(tanda tangan)

Kepala SKPD Dinas Keschatan

........ ,tanggal .

Jumlah
X x X
X x X
X x X
XxX

6=4

Jumlah
(Rp)

53

Rincian Penghitungan

volume Satuan Harga
satuan

21

UraianKode
Rekening

t Daerahmenurut Pro

Indikator Tolok Ukur
Indikator & Tolok Ukur Kine

Jumlah Tahun n+ 1 : Rp ..

--------_. __ .J:.?1<a~ kcgialan
.Jurnlah Tahun n-l : Rp ..
_.__._. L· :_:_:_:_~~~~~_:_:..:..:...:.:...::~..:..:.:..:.:.L__ ._

Jumlah Tahun n : Rp ..
.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . '.~._:.:..J _

Kcgialan

Program. :_x_._xx_._xx_._xx_._._._.._.._.._._.._.._.._._.._.._.. .._.__ ._____
: x. xx. xx. xx.
xx.

sasi : x. xx. xx.

: x. xx.Urusan
Pemerin tahan

Formulir
RKA - SKPD

2.2.1Provinsi /Kabupateny Kota .
Tahun An

RENCANA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

E. Formulir RKA-SKPD 2.2.1
CONTOH FORMAT
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5. Baris kolom program diisi dcngan nomor kcde program dan nama
program dari kegiatan yang berkenaan.

6. Baris kolom kegiatan diisi dengan nomor kodc kegiatan dan nama
kcgiatan yang akan dilaksanakan.

7. Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat dari
sctiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tcmpal
dimaksud dapat berupa nama desay kclurahan , kecamatan.

8. Baris kolom Jumlah Tahun n-1 diisi dcngan jumlah pcrkiraan belanja
kegiatan bcrkenaan untuk 1 (satu) tahun sebclumnya.

9. Baris kolom Jumlah Tahun n diisi dengan jumlah pcrkiraan bclanja
kegiatan bcrkcnaan pada tahun yang direncanakan.

10. Baris kolom Jumlah Tahun n+ 1 diisi dengan jumlah pcrkiraan bclanja
kcgiatan berkenaan untuk tahun bcrikutnya.

11. lndikator dan tolok ukur serta target kinerja program dan kcgialan.
12. Kclompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan tcrhadap

karaktcristik kclompok sasaran.
13. Kolom 1 (kode rckening) diisi dengan kode rckening akun, kelompok,

jenis, obyek, rincian obyek belanja Langsung.

14. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kclompok, jcnis,
_obyck dan rincian obyek belanja Langsung.

15. Kolom 3 (volume) diisi dcngan jumlah satuan dapat bcrupa jumlah
orang/ pcgawai dan barang.

16. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek
yang dircncananakan sepcrti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun,
ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

Tata Cara Pengisian Formulir RKA-SKPD2.2.1:
Formulir RKA-SKPD 2.2.1 digunakan untuk merencanakan belanja
Langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan.Dengan demikian,
apabila dalam 1 (satu) program terdapat 1 (satu) atau lebih kcgiatan, maka
setiap kcgiatan dituangkan dalam formulir RKA-SKPD2.2.1 masing-masing.
Untuk mcmcnuhi azas transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan
prestasi kerja, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan
mcncantumkan satuan ukuran yang tidak terukur.

1. Provinsi/kabupatcn/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/
kota.

2. Tahun anggaran diisi dengan tah un anggaran yang direncanakan.

3. Urusan Pemerin tahan diisi dengan nomor kode urusan pemerin tahan
dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai
dcngan tugas pokok dan fungsi SKPD.

4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat dacrah dan nama
SKPD.

------------. - ...
Dst------------- ---------

Tim Ang_garan Pemerintah Daerah:--------
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 -- --
2
Dst
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NYONO SUHARLI WIHANDOKO

BUPATI JOMBANG,

28. Formulir RKA-SKPD 2.2.1 merupakan input data untuk menyusun
formulir RKA-SKPDdan RKA-SKPD2.2.

17. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif,
harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.

18. Kolom 6 (jumlah] diisi dengan jumlah perkalian an tara jumlah volume
dengan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian obyck
dijumlahkan menjadi jumlah rincian obyek belanja.Setiap jurnlah
rincian obyek pada masing-masing obyek belanja selanjutnya
dijumlahkan menjadi obyek belanja berkenaan.Setiap obyck belanja
pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi
jumlah jenis belanja.Penjumlahan dari seluruh jeriis belanja
merupakan jumlah kelompok belanja Langsung yang dituangkan
dalam formulir RKA-SKPD2.2.

19. Baris jumlah pada kolom 7 merupakan penjumlahan dari seluruh
jcnis belanja Langsung yang tercantum dalam kolom 7.

20. Formulir RKA-SKPD 2.2.1 dapat diperbanyak sesuai dcngan
kebutuhan.

21. Apabila Forrnulir RKA-SKPD 2.2.1 lebih dari satu halaman, maka
pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian
belanja Langsung program perkegiatan satuan kerja perangkat dacrah
dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.

22. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA-SKPD2.2.1.
23. Formulir RKA-SKPD2.2.1 ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan

mencantumkan nama lengkap dan NIPyang bersangkutan.

24. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA-SKPD
2.2.1 olch TAPD.Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan olch
TAPD unt.uk mcndapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan
dalam baris catatan hasil pembahasan.

25. Seluruh anggota TAPD menandatangani formulir RKA-SKPD 2.2.1
yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.

2·6. Apabila formulir RKA-SKPD 2.2.1 lebih dari satu halaman maka
tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama
lengkap Kepala SKPD, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan

if~*~ hasil pembahasan, nama, NIP, Jabatan dan tanda tangan TAPD
I:~~ ditempatkan pada halaman terakhir.

27. Selanjutnya setiap lernbar RKA-SKPD2.2.1 yang telah dibahas diparaf
oleh setiap anggota TAPD.
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Kode Nama Formulir

DPA - SKPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja

DPA - SKPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA - SKPD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak
Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Reka pitulasi Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPA - SKPD 2.2 Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan

Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja
DPA - SKPD 2.2.1 Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan

Kerja Perangkat Daerah

Pengguna Anggaran
a. Nama
b. NIP
c. Jabatan

....................... , .ORGANISASI: x.xx.xx

URUSAN PEMERINTAHAN: x.xx

TAHUN ANGGARAN ..

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)

ATEN JOMBANG

Contoh Format
DPA SKPD DINASKESEHATAN

A.Formulir DPA-SKPD
CONTOHFORMAT

LAMPlRAN II: PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 20A Tahun 2014
TANGGAL : 12 Mei 2014
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Tata Cara Pengisian Formulir DPA-SKPD 1:
1. Nomor DPA-SKPD diisi dengan nomor kodc urusan pcmer intahan ,

nomor kode organisasi SKPD, nomor kode program diisi dcngan kodc
00 dan nomor kodc kegiatan diisi dengan kodc 00 serta nomor kodc
anggaran pcndapaLan diisi dengan kodc 1.

2. Provinai/ kabupatcnykota diisi dengan nama provinsi/kabupaLcn/
kola.

3. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang dircncanakan.

(nama lcngkap)
NIP.

(Landa Langan)'

Kcpala SKPI) Dinas
Kcscha tan

........ ,tanggal. ..

Rcncana Pcndapatan p~r Iriwu!_an ..._

.Iurnlah

Triwulan
1 Rp ..

Triwulan
II Rp ..

(<._--'"
f'.:··:.)11 '111'r1iwulan- I<.p ..

Triwulan
IV Rp .

.JurnlahRp '.':'"

Uraian

Rincian Dokumcn Pelaksanaan Anggaran
Pcndapatan Satuan Kerja Perangkat. Daerah

Kodc
Rckening

x. xx. xx .-_.__ . .._--------_._._--_-- -Orvanisasi__ o __. . . .. _......
Urusan Perncrin tahan x. xx. .. .-_._- --_.__._. __ .._-_._---_._----_._---------------------

Formulir
DPA-SKPD

1

NOMOR OPA
SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT OAERAH bodxxloo 001 4----------------------------_._---'---.- --'----'---_ .._ .. --_..- - ..-
Provinsr/Kabupaterr/Kota .......

1 T.:.._:_:_a_:_h_:_u_:_n;___A_n...<;ggCLa_:_r_:.a.:..:.n_.'-'------------_._-- ------

Rincian
f-_P_e._ng_hitun~ an Jumlah

volume Satuan THar~i@f/ (l~p)
ar a

-·---·---1-----------------------11---1 ---- ._
1 1 . __ 2'-=-- --+_3 __ + 4 5 6 = (3 ~_~)___

."~-~-- ----,-- Pendapatan
-------

...;,,/ X x Pendapatan Asli Daerah---- --_ ... ---
x x x Lain -lain Pendapatan AsH Daerah yang Sah-.-+--
?C_ x x ~J:C Dana Kapitasi .JKN pada FKTP
x x x paxxDana Kapit.asi JKN FKTP .- ---
_~~ x paxx
x x x poqxx

Halaman .

I3.Formulir DPi\-SKPD 1
CONTOI-I FORMi\T
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Kcgiatan : x. xx. xx. xx .
xx.---------.--------.------ ...-------------..--...--.-- ... _ .. _. -_ .._-_ ...... --_ ..

-----__ .__._--._-----_-----_----------_.-. _._ .._._- --..--- - - --.-- -
: x. xx. xx. xx.Program

: x. xx. xx.Organisasi
-----------------_-------_-------_._-----_._._---------- ..-.- -

: x. xx.Urusan
Pemerin tahan

Provinsi/ Kabupaterr/ Kola .
Tah un An_gg?-ra~:.:..:_:_ . ..__ . _

xx xx xx 5 2x

DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
SJ\TUJ\N KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD Formulir
DPA - SKPD

2.2.1

Formulir DPA - SKPD 2.2.1
CONTOH FORMAT

6. Kolom 1 kode rckcning diisi dengan kode rckcning kclompok, jcnis,
obyck, rincian obyek pendapatan SKPD.

7. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, obyck dan
rineian obyek pendapatan.

8. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian obyck
pendapatan yang bersumber dari dana kapitasi ,JKN yang didasarkan
pada jumlah peserta yang terdaftar.

9. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek
yang direncanakan.

10. Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan be saran satuan dana kapitasi tlKN.

11. Kolom 6 (jurnlah] diisi dengan jurnlah pendapatan yang dircncanakan
menurut kclompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan. .Jumlah
pendapatan dari setiap rincian obyek yang dianggarkan merupakan
hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5.

12. Forrrrulir DPA-SKPD 1 merupakan input data untuk menyusun
formulir DPA-SKPD.

13. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir
DPA-SKPD 1, dengan mencantumkan nama jabatan kepala satuan
kcrja pengclola keuangan daerah.

14. Rencana pendapatan setiap triwulan selama lahun anggaran yang
dircncanakan, tidak perlu diisi, mengingat dana kapitasi JKN diterima
sctiap bulan dan digunakan langsung oleh FKTP.

15. Formulir DPA-SKPD 1 ditandatangani olch Pejabat Pengelcla
Kcuangan Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor
induk pegawai.~~fl16. Formulir DPA-SKPD 1 dapat diperbanyak sesuai dengan kcbutuhan .

.i..~).V

17. Apabila formulir DPA-SKPD 1 lebih dari satu halaman sctiap halaman
diberi nomor urut halaman.

4. Urusan Pcmcriritahan diisi dengan nomor kode urusan pemerinlahan
daerah dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan
scsuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

5. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama
SKPD.
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Tata Cara Pengisian Formulir DPA-SKPD2.2.1:
1. Nomor DPA-SKPD diisi dengan nomor kode Urusan PcmerinLahan,

nomor kode Organisasi, nomor kode program diisi dcngan kodc
program dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode kegiatan , nomor
kode anggaran belanja diisi dengan kode 5 serta nomor kodc
kelompok bclanja langsung diisi dcngan kode 2.

2. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupatcn/
kota.

---- -----_._----_- ..___ .

Lokasi kegiatan ...................... .-----------~------- ~--

Sumber Dana '" ................... -.-..---- .

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja~ang_!>un~ _____ ._ -

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kine
CaI2aian Program
Masukan -
Keluaran

---- .- -
Hasil ----- __ .

Kelompok Sasaran Kegiatan : ............... --. _-_.
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

_.- menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah -

Rincian Penghitungan Jumla
Kode _jRl!.)UraianRekening lVolum Satuan Harga

e satuan. -... -----
1 2 3 4 5 6==-(~.~.

X X x
x xx

x

X X x
x xx

x
- - ----
X X x

x xx
x-

X X x
x xx

x.- -_. _.- -'-'-. --_--_._--
Jumlah--_.

Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Rp

Triwulan I ............... ........ ,tanggal. ......
...

Triwulan II Rp
...............
...

Triwulan III Rp Kepala SKPD Din
•• 0 •••••••••••• Kesehatan...

Triwulan IV Rp
...............
...
Rp

.Jurnlah ............... (Landa tangan)
.. .

(nama lengkal2l
NIP.._------------ ---
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3. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

4. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan
daerah dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

5. Organisasi diisi dengan nomor kode SKPD dan nama SKPD.

6. Baris kolom program diisi dengan kode program dan nama program
dari kcgiatan yang berkenaan.

7. Program merupakan instrumen kcbijakan yang bcrisi satu atau lebih
kcgiatan yang dilaksanakan atau kcgiatan masyarakat yang
dikoord inasikan olch satuan kcrja pcrangkat dacrah untuk mencapai
sasaran dan tujuan kcgiatan yang ditetapkan untuk memperoleh
alokasi anggaran.

8. Garis kolom kcgiatan diisi dcngan kodc kcgiatan dan nama kegialan
yang akan dilaksanakan.

9. Baris kolom waktu pelaksanaan diisi dengan langgal bulan dan tah un
kcgiatan yang akan dilaksanakan.

lO.Garis kolom lokasi kegiatan diisi dcngan nama lokasi atau lcmpat dari
setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi alau lcmpal
dimaksud dapat berupa nama desay kelurahan atau kecamatan.

11.Baris kolom sumber dana diisi dengan jcnis sumber dana kapitasi
JKN yang telah ditetapkan bcrdasarkan kctentuan peraturan
perundang-undangan.

12.Indikator dan tolok ukur serta target kinerja program dan kegiatan.
13.Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kodc rekening kelompok,

jcnis, obyek, rincian obyek belanja langsung.

14.Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, obyek dan
rincian obyek belanja langsung.

15.Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah
orang/ pegawai dan barang.

16.Kolorn 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyck
yang direncananakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun,
ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

17.Kolorn 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif,
harga.

18.Kolom 6 (kct. jumlahy volurnc] diisi dengan ketcrangan jumlah zvolurnc
scperti orang per hari (org/hr), orang per bulan (org/bln), orang per
tahun (org/th), buah per hari (bh/hr), unit per tahun (unit/ th) dan
sebagainya.

19.Kolom 7 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume
dan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian obyek dijumlahkan
menjadi jumlah rincian obyek belanja. Setiap jumlah rincian obyek
pada masing-masing obyek belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi
obyek belanja berkenaan. Setiap obyek belanja pada masing-masing
jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja.
Penjumlahan dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah kelompok
belanja langsung yang dituangkan dalam formulir DPA-SKPD 2.2.1.
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21. Forrnulir DPA-SKPD 2.2.1 merupakan input data untuk menyusun
formulir DPA-SKPDdan formulir DPA-SKPD2.2.

22. Formulir DPA-SKPD 2.2.1 dapat diperbanyak sesuai dengan
kebutuhan.

23.Apabila Formulir DPA-SKPD 2.2.1 lebih dari satu halaman setiap
halaman diberi nomor urut halaman.

24.Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA-SKPD2.2.].

25.Formulir DPA-SKPD 2.2.1 ditandatangani oleh Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan nome r
induk pegawai yang bersangkutan .

20.Rencana penarikan dana belanja langsung setiap triwulan selama
tahun anggaran yang direncanakan, tidak perlu diisi, mengingat dana
kapitasi ,JKN diterima setiap bulan dan digunakan langsung oleh
FKTP.
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NIP

Pelaksaria/ PenerimaBendahara Dana Kapitasi JKN
FKTP .

Jombang,

Rp.

: Pemerintah Kabupaten Jombang
Telah Terima
dari
Sebesar
Untuk
Keperluan

No.
BUKTIPEMBAYARAN

2. Penatausahaan Belanja

a. Setiap terjadi penggunaan uang atau belanja, Bendahara Dana
Kapitasi JKN FKTP wajib membuat bukti-bukti pengeluaran yang sah
terdiri dari Nota Pembelian (jika membeli barang), Kwitansi, Bukti
Pembayaran, Bukti Pengeluaran Kas dan Rekap Transaksi.

b. Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP wajib melakukan pencatatan
pada setiap terjadinya penggunaan uang atau belanja ke kolom
belanja sesuai dengan peruntukannya.

c. Pengesahan oleh Kepala FKTP dilakukan setiap bulan terhadap Buku
Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP.

CONTOH FORMAT
PEMERINTAHKABUPATENJOMBANG
DINASKESEHATAN

TATACARAPENATAUSAHAANDANPERTANGGUNGJAWABANDANA
KAPITASIJKN DI FKTP
1. Penatausahaan Penerimaan Pendapatan.

a. Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP menerima Transfer dari BPJSdi
rekening Bank sejumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai dengan
data dari BPJS Kesehatan.

b. Apabila transfer telah diperoleh maka bendahara Dana Kapitasi JKN
FKTP akan mencatat pendapatan terse but ke dalam Buku Kas
Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP pada kolom pendapatan.

LAMPI RAN III: PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 20A Tahun 2014
TANGGAL : 12 Mei 2014
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3. Pertanggungjawaban di FKTP

a. Setiap akhir bulan Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP membuat
laporan realisasi Dana Kapitasi JKN FKTP yang didukung dengan
kelengkapan dokumcn yang sah sesuai dengan keten tuan yang
berlaku. Laporan realisasi ditanda tangani oleh kepala FKTP sebagai
bcntuk tanggung jawab alas kebcnaran laporan yang dibuat.

(,--% Tata Cara Pcngisian Format Buku Kas:iYJ 1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
2. Kolom 2, diisi dengan tanggal pendapatan dan tanggal belanja atas

pcmanfatan dana kapitasi JKN;
3. Kolom 3, diisi dengan Nomor Bukti Dokumerr/Burat Pertanggungjawaban

Yang Sah (Bukti SPJ) ;
4. Kolom 4, diisi dengan uraian pendapatan dan belanja atas dana kapitasi

JKN;
5. Kolom 5, diisi dcngan jumlah rupiah dana kapitasi yang ditcrima di

rekcning kas bcndahara dana kapitasi JKN;
6. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah dana kapitasi yang dikcluarkan dari

rekcning kas bendahara dana kapitasi JKN;
7. Kolom 7, diisi dengan jumlah saldo kas dana kapitasi yang belum

digunakan.

NIP. _ .NIP .

Bendahara Dana Kapitasi
Mcngcsahkan
Kapala FKTP .
JKN

_________________ '-- ..L. L --'- ----L.... __

~----------I----~-----------I---------I--------I--------
-----1---------1----+---------1----------1------- ---------.--------

Jumlah Bulan
iru 1----------- ----------------------
.Jumlah sampai
dengan bulan
ini

---- -----------+------+--------+------------------- ---
---- -----r-----I--------------------- ---- ------------

---1------ -------- ----------1-------------- --------------- ------
---------------- ------ ------- --\------ --- ------- - --

NO TANGGAL NO.
BUKTI--·\-----11------+-------- --------f--------- -------

1 2 3 4 5 6 7---------------\---------f-----------\-------i------ -
J umlah sam pai
dcngan bulan
lalu

PENDAPATAN BELANJA SALDOURAIAN

---f---------~----+-----------

Kcpala FKTP
Bendahara Dana Kapitasi JKN

CONTOH FORMAT
BUKU KAS BENDAHARA DANAKAPITASIJKN DALAMRANGKA

PENCATATANPENDAPATANDAN BELANJA
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... .

NIP.

Kepala
FKTP .

.. , tanggal

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran
pcnggunaan yang ditetapkan dengan pcraturan perundang-undangan dan
telah didukung oleh kelengkapan dokurnen yang sah sesuai ketcntuan yang
bcrlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat unluk digunakan sebagaimana
mestinya.

sjd
bBulan
lalu-1------1

SELISI
HjKUR
ANG
(Rp)

TotalBulan
lnl

JUMLAH
ANGGAR

AN
(RIJl

JUMLAH REALISASI
(Rp)

'---- --------------------'----------- --------- --- --- -------- -----

Jumlah

---- ------------- ------- ---- --------- ---- - -_._----- - -- -------------

_Belanja
--j------"--- ----------1,---------- ----------- ------------------ --------

---------------------1--------- -------------1------- ----------
.Jurnlah_________ ___:__c_::_ I- --- ----- --- ------------ _ -- ---- _

---------------------1---------- ---- -------r--------- ----
------------------.------+---------4---------+--------~------4r-----

Pcndapalan

URAIANN
o

CONTOHFORMAT
LAPORANREALISASIDANAKAPITASIJKN PADAFKTP ......

KABUPATENJOMBANG
Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi cJKN
untuk bulan sebagai berikut:

b. Selain laporan realisasi kepala FKTP juga harus menanda tangani
surat pernyataan tanggung jawab. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
mcrupakan bukti bahwa Kepala FKTP bertanggung jawa atas semua
realisasi pendapatan yang diterima dan belanja yang dibayarkan
sesuai dcngan yang berhak menerima dan dananya bersumber dari
Dana Kapitasi JKN untuk satu bulan scsuai dcngan bulan
berkenaan.
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TATACARAPENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAANTANGGUNG<JAWAB
(SPTJ)
1. Diisi dcngan nomor SPTJ FKTP di SKPD Dinas Keschatan yang

bersangku tan;

2. Diisi nama FKTP pad a SKPD Dinas Kcschatan yang bersangkutan;

3. Diisi kodc FKTP pada SKPD Dinas Kcsehatan yang bersangkutan;

4. Diisi nomor dan Langgal DPA-SKPD yang bcrsangkutan;

5. Diisi kodc kcgiatan;

6. Diisi dengan nama Kcpala FKTP yang bcrsangkuLan;

Materai 6000
....................................................... (10)
NIP .

(9)
Kepala FKTP .

.................................... , .

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya .

Apabila di kemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia
bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapa t
dituritut pcnggantian sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang­
undangan.

Bukti-bukti pendapatan dan/ atau bclanja di atas disimpan scsuai
ketcntuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan kcperluan
pemeriksaan aparat pengawas.

----''--_._-----_.

• •••••• eo •••••• II ••••

.Jurnlah
_pc:ns.!~1?

.Jumlah

Rp .

LANJA
---_._--_._---_.

PENDAPATAN BE--
Rekening Jumlah Kode Rekening

.. ... .... ......... Rp. ..... , ...................
. ....................

Jumlah Belanja
atan-

Kodc

Yang bcrtandatangan dibawah ini. (6)
Mcnyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua rcalisasi
pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang
berhak menerima, yang dananya bersumber dari Dana Kapitasi <JKN dan
digunakan langsung oleh FKTP pada bulan (7) tahun
anggaran (8) dengan rincian sebagai bcrikut.

4. Kegiatan

2. Kodc Organisasi
3. Nomor/tanggal DPA-SKPD

Nomor: (1)
................................................. (2)

................................................. (3)
................................................. (4)

................................................. (5)

1. Nama FKTP

CONTOH FORMAT
SUI~T PERNYATAANTANGGUNGJAWAB
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4. Pertanggungjawaban di Dinas Kesehatan

a. Berdasarkan Laporan realisasi pendapatan dan belanja dari masing­
masmg FKTP Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan
Belanja (SP3B) FKTP setiap bulan kepada PPKD untuk Penerbitan
Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP oleh PPKD
selaku BUD.

b. Pcjabat Pcnatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Dinas Kcsehatan dan
PPKD selaku BUD mclakukan pembukuan atas pendapatan dan
belanja FKTP sesuai SP2B FKTP terse but dengan mcmpedomani
ketcntuan pcraturan perundang-undangan.

c. Bcrdasarkan SP2B FKTP, Kepala SKPD Dinas Kcsehalan menyusun
laporan rcalisasi pendapatan dan belanja yang bersumbcr dari dana
kapitasi JKN scrta menyajikannya dalam Laporan Kcuangan SKPJ)
Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan kcterituan pcraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan kcuangan dacrah.

7. Oiisi dengan Bulan Berkenaan;

8. Diisi dengan Tahun Anggaran Berkenaan;

9. Diisi tempat dan tanggal diterbitkannya SPTJ;

10. Diisi Nama dan NIPKepala FKTP.
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TATA CARA PENGISIAN FORMAT SP3B FKTP
1. Diisi uraian nama SKPD Kesehatan Provinsi/ Kabupaterr/ Kota;

2. Diisi tanggal SP3B FKTP;

3. Diisi nomor SP3B FKTP;
4. Diisi nama SKPD Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota;

5. Diisi jumlah saldo akhir pada SP2B FKTP bulan sebelumnya. Khusus
untuk saldo bulan Januari Tahun Anggaran 2014 diisi jumlah nihil
dalam rangka pengajuan SP3B FKTP;

6. Diisi jumlah pendapatan yang telah diterima dalam kas FKTP;

7. Diisi jumlah belanja yang telah dibayar dari kas FKTP;

1)

9) _

18)

(12)

SJ

,--------- "- "-

DINAS KESEHATAN ..... (01)
SUI0\T PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B

FKTP
Tanggal: ..... (02) Nomor: ..... (03)

Kepala Dinas Kesehatan ........................... (04) memohon kepada:

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD
---- - -"

agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana kapita
JKN scjumlah

1 Saldo Awal Rp. ............... (05)
2 . Pcndapatan Rp. ............... (06)
3 Belanja Rp. ............... (07)
4 Saldo Akhir R12·............... (08)
Untuk Bulan ............................. (09) Tahun Anggaran ........ (10)

"-
Dasar Perigesahan.. ..... Urusan ........ Organisasi Nama FKTP
(11) ................ •••••••••••••••••• It ..................... • •••••••••••••• 0 ••

Program, Kegiatan
Xx ......... xx ......... (13)

PENDAPATAN BELANJA ._-
Kode Rekening__ Jumlah Kode Rekcning Jumlah

..................... ,... (14) Rp ......................... (17) Rp
................ (15) , ......... " ...... (

--_._------ - _. -------_- -- .---
.Jurnlah Pendapatan Rp Jumlah Belanja Rp
- ._---- -------" ................ (16) _:_:._ ....:_... _... :..:_:.:..·_·.(1

(20) ......... , tanggal sepcrti diatas
Kopala Dinas Kcschatan ............. (2

................ , .....................

NIP................................. (22)

-~---_._------.

CONTOI-I FORMAT
SURAl' PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B)
FKTP
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15.Diisi kode program dan kcgiatan SKPD Dinas Kesehatan;

16.Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening pendapatan;
17.Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh pendapatan;
18.Diisi kode rekening belanja;

19.Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening belanja;

20.Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh belanja;
21.Diisi lokasi instansi penerbit SP3B FKTP dan tanggal pcncrbitan SP3B

FKTP;

22.Diisi nama Kepala SKPD Dinas Kesehatan;
23.Diisi NIP Kepala SKPD Dinas Kesehatan.

14.Xx xx

I'--__ I ~......;:::: ~::: ~::~::: ~::: :ii~i;)

8. Diisi jumlah saldo akhir (saldo awal + pcndapat.an - bclanja);

9. Diisi periodc bulan bcrkenaan;

10.Diisi Tahun Anggaran berkenaan;

11.Diisi dasar penerbitan SP3B FKTP, antara lain: Nomor Pcraturan
Dacrah tcntang APBD/ Perubahan APBD, dan Nomor sert.a tanggal
DPA-SKPDDinas Kesehatan;

12.Diisi dengan kode urusan, organisasi dan uraian nama FKTP pada
SKPD Dinas Kesehatan;

13.Diisi kode program dan kegiatan SKPD Dinas Kcsehat.an;
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........................... .(15) .
NIP (16) :.

(13) , tanggal ..
.............................. (14) .

1------------------------------------------

............................ (04)

Kode dan
Nama
Dinas
Kesehatan
Nama
FKTP

............................ (01) Anggaran
Nomor
SP3B
FKTP
Tanggal

............................ (07)-------------------------
Tahun

Nomor
............................ (06)

Nama
BUD/Kuasa (05)
BUD
Tanggal

SURAT PENGESAHAN
PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B)

FKTP

f-----------------'----------.-----------------
Telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah

Saldo Awal Rp .
........... (09)

Pcndapatan Rp .
..................... (10)

Belanja Rp.
,~.. ld khi (11),J;~l~ Sa 0 A ir Rp.
"'ii~l\{f;r}' (12)

............................ (08)

............................ (02)

............................ (03)

CONTOH FORMAT
SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B) FKTP
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NYONO SUHARLI WIHANDOKO

BUPATI JOMBANG,

TATACARAPENGISIANFORMATSP2B FKTP
1. Diisi dengan nornor SP3B FKTP;

2. Diisi dengan tanggal SP3B FKTP;

3. Diisi dengan Kode dan Nama SKPD Dinas Kesehatan yang
bersangkutan;

4. Diisi dengan nama FKTP pada SKPD Dinas Kesehatan yang
bersangku tan;

5. Diisi dcngan nama BUD/Kuasa BUD;

.6. Diisi tanggal penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Bclanja
(SP2B) FKTP;

7. Diisi dengan nornor penerbitan SP2B FKTP;
8. Diisi dengan tahun anggaran penerbitan SP2B FKTP;

9. Diisi dengan jumlah saldo awal yang tercantum dalam SP3B FKTP;

10.Diisi dcngan jumlah pendapatan yang tercantum dalam SP3B FKTP;

11.Diisi dengan jumlah belanja yang tercantum dalam SP3B FKTP;

12.Diisi dengan jumlah saldo akhir yang tercantum dalam SP3B FKTP;

13.Diisi dengan nama kota tempat dan tanggal penerbitan SP2B FKTP;

14.Diisi dengan nama .Jabatan (BUD/Kuasa BUD);

15.Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD;

16.Diisi NIP BUD/ Kuasa BUD yang bersangkutan.
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